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ABSTRAK

Dalam era otonomi daerah, Dana Desa telah menjadi salah satu instrumen
terpenting dalam pengembangan wilayah pedesaan di Indonesia. Namun, seiring
dengan peningkatan alokasi Dana Desa, tumbuh pula kekhawatiran terkait
penyalahgunaan Dana Desa ditambah dengan tingginya kasus korupsi yang
semakin merajalela. Banyak faktor yang mempengaruhinya antara lain karena
kurangnya transparansi, partisipasi masyarakat, tata kelola yang baik, dan
pengawasan yang efektif. Selain itu, ditemukan pula beberapa kendala yang
menghambat pemenuhan tanggung jawab hukum, seperti minimnya pemahaman
tentang regulasi, ketidakseimbangan informasi, serta kurangnya sumber daya
manusia yang terampil dalam pengelolaan Dana Desa. Dari masalah tersebut maka
penulis ingin mengetahui lebih dalam terkait pelaporan keuangan Desa Plajan
dalam memenuhi Undang-Undang Desa serta bagaimana jika ditinjau dari
Maslahah Mursalah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan
yuridis empiris. Metode analisis data yang diterapkan adalah deskriptif analitik,
yang bertujuan untuk memberikan gambaran terperinci mengenai hasil penelitian
data. Penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi
sebagai tambahan data untuk memperkaya analisis. Teori yang menjadi landasan
untuk menguraikan permasalahan adalah Undang-Undang Desa dan teori maslahah
Mursalah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa Plajan belum
berjalan secara maksimal dan efektif. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa
terdapat beberapa permasalahan dalam pengelolaan dana desa, terutama pada tahap
perencanaannya. Permasalahan ini disebabkan oleh kinerja Pemerintah Desa Plajan
yang kurang optimal dan tingkat partisipasi masyarakat yang rendah. Meskipun
beberapa prinsip sudah terlaksana, namun permasalahan muncul pada aspek
partisipasi masyarakat yang kurang aktif dalam mengawal proses perencanaan dana
desa dari awal hingga akhir. Hal ini menyebabkan kurangnya koordinasi antara
pemerintah desa, sektor swasta, dan masyarakat dalam mengelola dana desa.
Sebagai hasilnya, pengelolaan dana desa belum dimanfaatkan seacara penuh dan
perlu diperbaiki lagi.

Kata kunci: Laporan Keuangan Desa, Undang-Undang Desa, Maslahah Mursalah.



ABSTRACT

In the era of regional autonomy, the Village Fund has become one of the most
crucial instruments in the development of rural areas in Indonesia. However, with
the increased allocation of the Village Fund, concerns about its misuse have grown,
accompanied by a rising number of corruption cases. Several influencing factors
include a lack of transparency, limited community participation, inadequate
governance, and ineffective supervision. Additionally, various obstacles hinder the
fulfillment of legal responsibilities, such as a lack of understanding of regulations,
information imbalances, and a shortage of skilled human resources in managing
the Village Fund.

Given these issues, the author aims to delve deeper into the financial
reporting of Plajan Village in complying with the Village Law, and how it is viewed
from the perspective of Maslahah Mursalah. This research adopts a field research
method with an empirical juridical approach. The applied data analysis method is
descriptive-analytic, aiming to provide a detailed overview of the research findings.
The research utilizes observation, interviews, and documentation as additional
data sources to enrich the analysis. The theoretical foundation for addressing the
issues includes the Village Law and the theory of Maslahah Mursalah.

The research findings indicate that the management of Plajan Village's
funds has not been optimal and effective. The conclusion asserts that there are
several issues in the management of the village funds, especially in the planning
phase. These problems stem from the suboptimal performance of the Plajan Village
Government and the low level of community participation. Despite the
implementation of some principles, issues arise from the lack of active community
participation in overseeing the entire process of village fund planning from start to
finish. This results in a lack of coordination between the village government, the
private sector, and the community in managing the village funds. As a result, the
management of the village funds has not been fully utilized and needs further
improvement.

Keywords: Village Financial Report, Village Law, Maslahah Mursalah.
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B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

saxia | Ditulis | Muta ‘addidah

dae Ditulis | ‘iddah

C. Ta’ Marbat{ah} di akhir kata

1. Bila ta’ marbitah} di baca mati ditulis dengan h, kecuali kata-kata Arab
yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan

sebagainya.

4«Sa | Ditulis | Hikmah

Xi



45> | Ditulis | Jizyah

2. Bilata’ marbit}ah} diikuti dengan kata sandang “a/’ serta bacaan kedua itu
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G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda
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I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnkan (EYD).

J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat
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K. Pengecualian
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BAB 1

PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang sangat besar dan luas yang mempunyai banyak
penduduk, suku, bahasa dan latar belakang yang berbeda-beda. Dengan penduduk
yang sangat besar & wilayahnya yang luas, Indonesia perlu dikelola dan ditata
dengan baik oleh pemerintah secara komprehensif guna terciptanya negara yang
baik, terstruktur & sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Inilah yang mendasari
pentingnya pengelolaan pemerintahan yang baik (Good Governance) dalam hal ini
yang harus menyelenggarakan adalah Pemerintah Indonesia yang memiliki
kekuasaan dan kendali penuh hingga ke tingkat paling bawah yaitu Pemerintah
Desa untuk menciptakan keseimbangan sosial dalam masyarakat.

Pemerintah Desa merupakan lembaga perpanjangan dari pemerintah pusat
yang memiliki peran strategis terhadap masyarakat Desa karena yang
bersinggungan langsung dalam mengatur dan melaksanakan program-program
yang diberikan oleh pemerintah pusat.! Dalam menjalankan peranannya maka
diterbitkanlah Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang menjadi
pokok utama pemerintah pusat untuk merespon permasalahan-permasalahan yang
ada di daerah secara masif sehingga dalam pelaksanaanya bisa berjalan dengan
optimal. Strategi pembangunan yang dilakukan pemerintah tidak lain adalah untuk

mengatasi ketimpangan pembangunan, mengentas kemiskinan dan pemerataan

! Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1, n.d.



ekonomi di setiap daerah dengan melaksanakan pembangunan di Desa-Desa yang
berorientasi besar terhadap pembangunan & pemberdayaan pada masyarakatnya.

Pembangunan Desa adalah bagian yang sangat vital dalam rangka
mewujudkan pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Dalam
mewujudkannya pemerintah Desa merupakan subsistem dari sistem
penyelenggaraan Pemerintah Indonesia sehingga desa juga diberikan kewenangan,
tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakarat desa
sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.? Didalamnya terdapat glontoran dana
yang sangat besar yang dianggarkan setiap tahunnya. Pada tahun 2023 saja setiap
desa mendapatkan dana rata-rata sekitar Rp 1,1 miliar hingga Rp 1,3 miliar yang
diperuntukkan bagi Pemerintah Desa yang memungkinkan akan meningkat setiap
tahunnya.®

Dana Desa merupakan instrumen penting dalam mendukung pembangunan
dan kesejahteraan masyarakat. Dana Desa dialokasikan oleh pemerintah untuk
membiayai berbagai program dan kegiatan pembangunan di Desa.* Seiring dengan
besarnya alokasi Dana Desa, penting bagi Desa untuk memiliki laporan tanggung
jawab yang transparan dan akuntabel terkait penggunaan dan pengelolaan dana
tersebut. Karena dalam prakteknya sebagian pengelolaan Dana Desa justru salah
dipergunakan yang tidak semestinya karena kurangnya laporan & transparansi oleh
perangkat Desa yang mengakibatkan terjadinya kasus korupsi di tingkat Desa. Desa

menjadi sektor dengan kasus korupsi tertinggi sepanjang 2022, menurut data

2 Republik Indonesia.

8 “Postur TKDD Nasional,” Kementrian Keuangan, n.d.,
https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/tkdd.

4 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1.



Indonesia Corruption Watch, organisasi independen yang fokus mengawal dan
memberantas isu korupsi. Tahun lalu saja terdapat 155 kasus korupsi di Desa.
Tercatat kerugian negara mencapai lebih dari Rp381 miliar. Praktik suap-menyuap
dan pungli mencapai Rp2,7 miliar. Menurut ICW Desa mengalahkan sektor
pendidikan, utilitas, pemerintahan, dan sumber daya alam, berdasarkan kategorisasi
sektor kasus korupsi di tahun 2022. ICW mencatat sejak pemerintah
menggelontorkan Dana Desa pada 2015, tren kasus korupsi di pemerintahan Desa
semakin meningkat. Pada 2016, jumlah kasus korupsi di Desa mencapai 17 kasus
dengan 22 tersangka. Enam tahun kemudian, jumlah kasusnya melonjak drastis 155
kasus dengan 252 tersangka.®

Tabel 1. 8 Sektor dengan Kasus Korupsi Terbanyak di Indonesia (2022)°

SEKTOR KASUS
DESA 155
UTILITAS 88
PEMERINTAHAN 54
PENDIDIKAN 40
SUMBER DAYA ALAM 35
PERBANKAN 35
AGRARIA 31
KESEHATAN 27

° sarnita sadya, “ICW: Korupsi Paling Banyak Terjadi Di Desa Pada 2022,” accessed
September 1, 2023, https://dataindonesia.id/ekonomi/detail/icw-korupsi-paling-banyak-terjadi-di-
desa-pada-2022.

6 sadya.


https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Narasi%20Laporan%20Tren%20Penindakan%20Korupsi%20Tahun%202022.pdf

Sumber: Indonesia Corruption Watch (ICW)

Skripsi ini akan membahas bagaimana laporan pertanggung jawaban Dana
Desa yang ada pada Desa Plajan, Kecamatan Pakis aji, Kabupaten Jepara. Untuk
memahami bagaimana tingkat transparansi & laporannya dalam penggunaan Dana
Desa tersebut serta berapa besar efektifitas & manfaat yang diterima oleh
masyarakat Desa. seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 60 tahun
2014 tentang Dana Desa pada pasal 27 Dalam melaksanakan tugas, kewenangan,
hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib; (a)
menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun
anggaran kepada Bupati/Walikota; (b) menyampaikan laporan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota; (c)
memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis
kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; (d) memberikan
dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis
kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.” Laporan
pertanggungjawaban Pemerintah Desa harus dilaksanakan karena menjadi bentuk
tanggung jawab Pemerintah Desa terhadap Undang-Undang Desa maupun kepada
masyarakat serta menjadi tolak ukur desa dalam proses pengelolaan yang
melibatkan berbagai instrumen kegiatan dan proses yang bertujuan untuk
mengelola aspek-aspek penting dalam sebuah desa seperti pembangunan

infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat yang mana didalamnya

" Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 26 Ayat
(1), n.d.



terkandung unsur pemerataan sehingga hasil-hasilnya dapat dirasakan oleh
masyarakat secara langsung yang bermukim di pedesaan dalam menuju upaya
mensejahterakan masyarakat Desa.®

Desa Plajan adalah salah satu Desa yang terbilang sukses dari berbagai
bentuk prestasinya, salah satunya yang terbaru yaitu Desa Plajan berhasil menyabet
juara 1 lomba Desa di tingkat kabupaten & mewakili Kabupaten Jepara ke tingkat
Provinsi Jawa Tengah.® Itu tidak terlepas karena kecakapan pemerintah Desa dalam
mengelola berbagai sumber masalah & persoalan yang ada di Desa dengan baik &
terstruktur. Berdasarkan keberhasilannya itulah penulis ingin mengetahui lebih
dalam terkait tata kelola Dana Desa Plajan dalam memenuhi Undang-Undang Desa
serta bagaimana Pemerintah Desa mengatasi berbagai masalah pada situasi-situasi
spesifik yang muncul di desa. Dengan demikian penelitian ini diharapkan mampu
menjadi salah satu literatur & refleksi bagi Pemerintah Desa dalam meningkatkan
& mengelola Dana Desa yang lebih baik pada konteks pelaksanaan kebijakan &
peraturan, serta dampaknya terhadap pembangunan di Desa Plajan.

Dalam pengelolaan Dana Desa sangat penting memastikan transparansi dan
laporan, untuk itu dibutuhkan pertanggung jawaban berbentuk laporan yang dibuat
secara resmi.’® Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa adalah laporan yang

disusun oleh Kepala Desa atau pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan

8 Wahyudin Kessa, Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Desa (Jakarta:
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015).

® “Plajan 5 Besar Lomba Desa Tingkat Nasional, Edy Supriyanta Yakin Menang,”
Bakolkopi, n.d., https://bakolkopi.jepara.go.id/2023/07/20/plajan-5-besar-lomba-desa-tingkat-
nasional-edy-supriyanta-yakin-menang/.

10 Dewa Gede Wirama and Putu Surya Adi Tama, “Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam
Pengelolaan Alokasi Dana Desa,” E-Jurnal Akuntansi 30, no. 1 (2019): 78.



Dana Desa kepada Bupati/Walikota.!! LPJ Dana Desa berisi informasi terperinci
tentang penerimaan dan pengeluaran Dana Desa selama periode tertentu. Laporan
ini mencakup sumber pendapatan Dana Desa, seperti transfer dari Pemerintah Pusat
atau Pemerintah Daerah, serta penggunaan Dana Desa untuk berbagai kegiatan
pembangunan, seperti pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat,
pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Laporan LPJ Dana Desa harus
memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Tujuan dari
LPJ Dana Desa adalah untuk memastikan transparansi, laporan, dan efektivitas
penggunaan Dana Desa serta memungkinkan pemerintah dan masyarakat
mengawasi pengelolaan dana tersebut.

Dalam laporan ini juga dijelaskan mengenai proses pengelolaan Dana Desa
sesuai dengan Undang-Undang, termasuk tahapan perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan, dan pertanggungjawaban. Laporan ini juga akan mencakup informasi
mengenai transparansi penggunaan Dana Desa, pengawasan internal, serta
mekanisme penyelesaian sengketa yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Dengan demikian, Dana Desa diharapkan dapat memberikan manfaat dan
kesejahteraan yang maksimal bagi masyarakat Desa sesuai dengan tujuan Undang-
Undang Desa.*?

Dana Desa menjadi suatu perhatian yang sangat serius karena Dana Desa
memiliki peran strategis dalam pembangunan lokal dan peningkatan kesejahteraan

masyarakat. Dana Desa, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

1 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 26 Ayat
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Negara (APBN), memiliki potensi untuk merangsang pertumbuhan ekonomi di
tingkat desa, mendukung infrastruktur, dan meningkatkan kualitas hidup penduduk
setempat. Pemahaman mendalam tentang pengelolaan, alokasi, dan efektivitas
penggunaan Dana Desa menjadi kunci untuk memastikan bahwa sumber daya
tersebut memberikan dampak positif terhadap masyarakat. Karena jika Dana Desa
sudah dikelola dengan baik pada setiap desa yang ada di Indonesia, maka
pembangunan akan lebih efektif & efisien. Penelitian dan analisis ini dapat
memberikan wawasan yang berharga terkait tantangan, peluang, dan praktik terbaik
dalam pengelolaan Dana Desa, yang pada gilirannya dapat mendukung
pengambilan keputusan yang lebih baik dalam kebijakan pembangunan dalam

pemerintahan lokal.

B Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang diatas, agar
pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah dan sistematis, maka penulis
merumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana laporan keuangan Desa Plajan berdasarkan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa?
2. Bagaimana laporan keuangan Desa Plajan berdasarkan Maslahah

Mursalah?

C Tujuan & Kegunaan Penelitian

Terdapat dua tujuan utama dalam penelitian ini, yaitu:



1. Mengetahui bagaimana laporan keuangan Desa berdasarkan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi laporan keuangan Desa
Plajan dalam perspektif Maslahah Mursalah.
Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu:
1. Kegunaan akademis
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pengetahuan &
wawasan ilmu hukum, khususnya wawasan mengenai idealitas dan realitas
kebijakan tentang Desa.
2. Kegunaan praktis
Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan
evaluasi, referensi serta proyeksi ke depan dalam membuat kebijakan

tentang Desa yang ideal dalam membuat kebijakan.

D Telaah Pustaka
Telaah pustaka digunakan untuk membedakan penelitian agar tidak terjadi
plagiarisme terhadap penelitian lain. Sejauh peneliti menelusuri pustaka, terdapat
beberapa pustaka sejenis yang membantu dalam penelitian ini. Adapun penelitian-
penelitian tersebut antara lain:
Pertama adalah penelitian yang berjudul Tata Kelola Dana Desa Lebak
Dalam Memenuhi Tanggung Jawab Undang-Undang Desa (Studi Desa Lebak

Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo).'? Penelitian ini ditulis oleh Sofa Mina

13 Sofa Mina Adib Subekti, “Tata Kelola Desa Lebak Dalam Memenuhi Tanggung Jawab
Undang-Undang Desa (Studi Desa Lebak Kec. Kaliwiro Kab. Wonosobo),” Skripsi, Fakultas
Syari’ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.



Adib Subekti mahasiswa dari Jurusan I[lmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta di tahun 2021. Skripsi
tersebut membahas tentang Tata kelola Dana Desa di Desa Lebak secara
administratif (formiil) dan secara substansial (materiil). Hasilnya alokasi anggaran
Dana Desa Lebak dapat dikatakan fluktuatif meningkat setiap tahun, akan tetapi
karena kurangnya kewenangan yang dimiliki Desa Lebak dalam melaksanakan
program dan kegiatan secara mandiri, hal itu menyebabkan terwujudnya hambatan-
hambatan seperti kurangnya efektifitas pembangunan, kerentanan konflik,
kerentanan penyalahgunaan wewenang dan pelayanan umum kurang efisien.
Skripsi ini juga membahas terkait tanggung jawab Undang-Undang Desa, berbagai
masukan (input) energi Dana Desa terbukti memperbaiki manajemen organisasi,
struktur dan fungsi kelembagaan pemerintahan Desa Lebak. Hal ini terekam pada
peningkatan struktur organisasi dan kapasitas sumber daya di Desa Lebak. Meski
demikian hambatan-hambatan dan berbagai isu strategis belum optimal
penanganannya sehingga hasil (output ) yang dihasilkan belum maksimal. Hasil
(output ) yang belum maksimal tersebut ditandai dengan program dan kegiatan di
Desa Lebak yang belum signifikan dan mendahulukan apa yang sebenarnya
dibutuhkan Desa Lebak secara substansial. Perbedaan skripsi dengan yang akan
penyusun lakukan adalah skripsi ini membahas mengenai bagaimana prioritas
pemanfaatan Dana Desa yang akan dialokasikan kepada masyarakat. Sedangkan
skripsi penyusun membahas mengenai tinjauan tentang pelaporan keuangan Desa

terhadap Undang-Undang Desa.



Kedua adalah penelitian yang berjudul Efektivitas Alokasi Dana Desa
Dalam Menunjang Pembangunan Infrastruktur Di Desa Dukuhwaluh Kecamatan
Kembaran Kabupaten Banyumas..!* Penelitian ini ditulis oleh Abdul As’ad Burhan
mahasiswa dari Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan NIM 18103040105 di tahun 2022.
Skripsi tersebut membahas tentang Efektivitas alokasi Dana Desa dalam
pembangunan infrastruktur di Desa Dukuhwaluh Kecamatan Kembaran Kabupaten
Banyumas. Dalam hasil penelitian beberapa ada prinsip yang sudah sesuai dan
belum sesuai. Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah Desa di Desa Dukuhwaluh
Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas belum bisa dianggap memasuki
kriteria good governance atau pemerintahan yang baik, karena pokok inti dari
permasalahanya adalah keterlibatan masyarakat yang masih tergolong rendah dan
transparansi pengelolaan Dana Desa yang kurang terbuka secara informasi dan
akses terhadap pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa
Dukuhwaluh. Skripsi ini membahas mengenai Dana Desa dari segi tingkat
efektifitasnya sedangkan penyusun membahas mengenai pelaporan keuangan Desa
terhadap Undang-Undang Desa ditinjau dari segi maqgasid syari’ahnya.

Ketiga adalah penelitian yang berjudul Laporan Pemerintah Desa Dalam
Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Penelitian ini ditulis oleh Putu Surya Adi Tama

& Dewa Gede Wirama di jurnal Garuda Kemdikbud pada Januari 2020.*° Jurnal ini

14 Abdul As’ad Al Burhan, “Efektivitas Alokasi Dana Desa Dalam Menunjang
Pembangnan Insfratruktur Di Desa Dukuhwaluh Kec. Kembaran Kab. Banyumas,” Skripsi, Fakultas
Syari’ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

15 Wirama and Adi Tama, “Laporan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana
Desa.”
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lebih membahas terkait alokasi Dana Desa. Sedangkan skripsi penyusun membahas
mengenai tinjauan tentang pelaporan keuangan Desa terhadap Undang-Undang
Desa.

Keempat adalah penelitian yang berjudul LAPORAN PEMERINTAH
DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN DANA DESA TALAWE.® Jurnal ini ditulis
oleh Riska Sabir, Ahmad Mustanir, Akhmad Yasin, Firman, Wahyudi Sofyan di
Fakultas llmu Sosial dan IImu Politik Universitas Muhammadiyah Sidenreng
Rappang pada Januari 2022. Penelitian ini membahas mengenai pengelolaan
anggaran di Desa Talawe. Skripsi penyusun membahas mengenai tinjauan tentang
pelaporan keuangan Desa terhadap Undang-Undang Desa.

Kelima adalah penelitian yang berjudul Laporan Pengelolaan Alokasi Dana
Desa (ADD) di Desa — Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. Jurnal
ini ditulis oleh Siti Ainul Wida, Djoko Supatmoko, Taufik Kurrohman. Jurusan
Akuntasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember (UNEJ).}” Berdasarkan hasil
analisis dan pembahasan yang dilakukan penelitian ini membahas mengenai
pengelolaan alokasi di beberapa Desa di Banyuwangi dengan memperlihatkan hasil
secara kuantitatif. Sedangkan skripsi penyusun membahas mengenai tinjauan
tentang pelaporan keuangan Desa terhadap Undang-Undang Desa dengan tinjauan

dari teori Good Governance.

16 Riska Sabir et al., “AKUNTABILITAS PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN
ANGGARAN DANA DESA TALAWE,” PRAJA: JURNAL ILMIAH PEMERINTAHAN 10, no. 1
(2022).

17 Siti Ainul Wida, Djoko Supatmoko, and Taufik Kurrohman, “Laporan Pengelolaan
Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa — Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi,” E-
Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi 4, no. 2 (September 13, 2017): 148,
https://doi.org/10.19184/ejeba.v4i2.5356.
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E Kerangka Teoritik

Dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada, dibutuhkan teori-teori
& kerangka konseptual yang digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah
pokok permasalahan tersebut. Teori sangat diperlukan dalam setiap menyusun
sebuah penelitian. Teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka logis yang
dapat digunakan untuk menangkap, menerangkan & menunjukkan masalah-
masalah dalam penelitian. Sejalan dengan hal itu penyusun mencoba membedah
masalah dengan menggunakan beberapa teori yang relevan dengan penelitian antara
lain:
1. Maslahah Mursalah

Syari’at adalah keadilan dan seluruhnya merupakan rahmat, dan
kemaslahatan bagi ummat secara keseluruhan, dan mempunyai kebijaksanaan
semuanya. Maka setiap maslahah yang keluar dari garis keadilan kepada
keaniayaan dari rahmat kepada lawannya dan dari kemaslahatan kepada kerusakan
dan dari kebijaksanaan kepada kesia-siaan, semuanya tidaklah termasuk dalam
syari’at walaupun dimasukkan ke dalamnya segala macam dalil. Sehingga dapatlah
dikatakan bahwa penggunaan kepentingan umum ini adalah sebagai salah satu
sumber yurisprudensi hukum Islam dan merupakan suatu hal yang telah disepakati
sebagai metode alternatif dalam menghadapi perkembangan hukum Islam.

Dalam kehidupan sehari-hari kemaslahatan (maslahah mursalah) sering
dilakukan oleh para sahabat dan ulama terdahulu, hal itu dilakukan dalam rangka
untuk mencari alternatif terhadap berbagai masalah yang timbul dalam masyarakat

di mana tidak diterangkan secara jelas dalam nash (al-Qur’an dan alHadits).
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F Metode Penelitian
Sebuah penelitian membutuhkan metode penelitian agar dalam kegiatan
penelitian dapat terlaksana secara terarah, sehingga menghasilkan data yang
maksimal, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Maka penulis menggunakan
metode penelitian sebagai berikut;
1. Jenis Penelitian
Penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini menggunakan jenis
penelitian lapangan (field research) di wilayah Desa Plajan dengan mendasarkan
pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan Dana Desa Plajan
secara keseluruhan yang bersifat pokok maupun konsideran dengan penjelasan
sebagai berikut:*®
a) Menggunakan mekanisme secara top-down atas pelembagaan kebijakan Dana
Desa Plajan yang dilihat dengan menghubungkan kebijakan dari pusat, daerah
provinsi, daerah kabupaten/kota, sampai ke tingkat Desa Plajan serta
memaparkan secara bottom-up atas realita pengelolaan Dana Desa dari tingkat
Desa Plajan ke kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, sampai ke pusat secara
resiprokalitas atau hubungan timbal balik. Dengan ini dimungkinkan dapat
mengidentifikasi adanya gambaran dinamika regulasi dan realitas lapangan yang
menyertainya ,sehingga benang kusut hubungan yang saling mempengaruhi

antara kebijakan dan realita di lapangan dapat terlihat.

18 Adib Subekti, “Tata Kelola Desa Lebak Dalam Memenuhi Tanggung Jawab Undang-
Undang Desa (Studi Desa Lebak Kec. Kaliwiro Kab. Wonosobo).”
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b) Mengamati segala proses kegiatan dan peristiwa nyata yang berkaitan dengan
implementasi Dana Desa Plajan dan kasus-kasus yang menjadi pokok objek
intervensi pembangunan pemerintahan Desa Plajan yang digambarkan dengan
mendasarkan pada tolak ukur idealisme terhadap penanganan persoalan-
persoalan yang muncul di Desa, sehingga dimungkinkan mengidentifikasi
faktor-faktor dan instrumen terciptanya pemenuhan tanggungjawab yang
diamanatkan UU Desa ataupun sebaliknya. Dalam hal ini peneliti menggunakan
metode interview atau wawancara terhadap sebagian pemangku kepentingan
yang memiliki hak dan tanggung jawab terhadap Dana Desa Plajan dilengkapi
dengan dokumentasinya.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, dimana peneliti
menggunakan pendekatan-pendekatan yang melihat dari aspek pelaksanaan
pengelolaan Dana Desa di Desa Plajan mendasarkan pada ketentuan peraturan
perUndang-Undangan. Dengan demikian peneliti menganalisis kasus-kasus
tersebut dengan memadukan data primer dan data sekunder yang merupakan
dokumen hukum yang diperoleh dari sumber data penelitian.*®

3. Sumber Data

Sebagai penelitian hukum, peneliti ingin menyelesaikan isu mengenai
masalah hukum tidak hanya pada realitas di lapangan (das sein) yang terjadi di Desa

Plajan, namun sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya

19 Adib Subekti.
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(das sollen) berasal dari peraturan perUndang-Undangan dan teori hukum sehingga
sumber data yang akan digunakan sebagai berikut:
a) Data Primer

Data primer yang menjadi acuan penyusun yaitu mengambil data
yang diperoleh melalui metode observasi atas kejadian & peristiwa
didasarkan pada dokumen nyata yang terjadi di lapangan yang berhubungan
dengan pengelolaan Dana Desa Plajan, serta melakukan wawancara dengan
pihak-pihak yang terkait langsung dengan objek penelitian, yaitu Kepala

Desa, Perangkat Desa dan beberapa masyarakat Desa Plajan.

b) Data Sekunder
Semua bahan hukum yang diambil dari sumber-sumber tertentu
kemudian digunakan untuk mendukung data primer, yaitu:
1. Bahan Hukum Primer

Yang bersumber dari peraturan perUndang-Undangan dan
dokumen lainnya meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya, Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan
pelaksanaannya, Peraturan Menteri yang menyangkut tentang Dana
Desa, Peraturan Gubernur, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati,
Peraturan Desa, serta peraturan lain dan dokumen-dokumen yang

berkaitan dengan Dana Desa dan pemerintahan Desa.

2. Bahan Hukum Sekunder

15



Yang bersumber dari buku-buku ilmiah di bidang hukum,
makalah makalah dan hasil karya ilmiah para sarjana, kamus hukum,
jurnal hukum, literatur dan hasil penelitian lainnya.?°

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Desa Plajan, Kecamatan Pakis Aji,
Kabupaten Jepara.
5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan berbagai cara, metode yang digunakan
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi partisipatif, melakukan pengamatan langsung sebagai subjek
penelitian, dimana peneliti ikut serta dalam melihat proses pemeliharaan
dokumen, data dan sebagainya berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa
Plajan.

b. Dokumentasi, digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel
berupa data, catatan, buku, surat kabar, artikel, maupun dokumen lain baik
cetak (hard file) maupun bukan cetak (soft file) yang berkaitan dengan
permasalahan penelitian. Dokumentasi ini dilakukan melalui observasi
partisipatif, dimana penyusun melakukan pengamatan dan mengumpulkan
dokumen dengan dirinya aktif dalam objek penelitian di wilayah
administrasi Desa Plajan maupun di wilayah administrasi Kecamatan Pakis
Aji dan Kabupaten Jepara yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa

Plajan.

20 Adib Subekti.
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c. Wawancara (interview) digunakan untuk mengumpulkan data melalui
proses tanya jawab yang dilakukan satu arah. Penyusun menggunakan dan
mencoba menggali informasi dan data yang ingin didapatkan dengan
memberikan beberapa poin pertanyaan mengenai beberapa hal yang terkait
dengan kebijakan Dana Desa Plajan, efektivitas pemerintahan Desa
menurut UU Desa, dan perwujudan pembangunan Desa dalam kacamata
Kepala Desa Plajan, pemangku kepentingan (stakeholders) dan masyarakat
Desa Plajan.
6. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara memberdayakan metode kualitatif
dengan pendekatan yuridis-empiris melihat kesesuaian data-data dan fakta di
lapangan (das sein) yang ditemukan melalui observasi lapangan sebagai data primer
dikomparasikan dengan bahan hukum peraturan perUndang-Undangan sebagai
data sekunder yang didapatkan melalui observasi regulasi sebagai instrumen tolak
ukur yuridis (das sollen). Hasil pengolahan data yang dilakukan penyusun setelah
menghasilkan ~ kesimpulan diterangkan secara deskriptif analitis, yaitu
menggambarkan karakteristik serta gejala-gejala yang terkait dengan kebijakan
Dana Desa Plajan, efektivitas pemerintahan Desa Plajan, dan perwujudan
pembangunan di Desa Plajan. Sehingga metode kualitatif ini menghasilkan
kesimpulan-kesimpulan atas kasus-kasus yang dijadikan pembuktian dengan

menitikberatkan pada kualitas penelitian.?

2L Adib Subekti.
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G Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan pemahaman tentang substansi dalam penulisan
skripsi ini, serta memperoleh penyajian yang terarah dan sistematis, maka penyusun
dalam penyajian skripsi ini terbagi ke dalam lima bab, yaitu sebagai berikut;

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang memuat mengenai latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah
pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan untuk
mengarahkan para pembaca memahami refleksi sederhana pada substansi
penelitian.

Bab kedua, dalam pembahasan bab kedua ini, penyusun akan menyajikan
pemahaman terkait tinjauan umum tentang Desa, pemerintah Desa, Dana Desa dan
teori Maslahah Mursalah secara reflektif, limitatif dan terukur.

Bab ketiga, dalam pembahasan bab ketiga penyusun akan menguraikan
gambaran umum mengenai pengelolaan Dana Desa Plajan dilihat dari demografis
Desa Plajan, dimensi pengelolaan keuangan desa, Laporan pertanggungjawaban
Dana Desa serta kerangka deliberatif evaluasi pada musyawarah-musyawarah Desa
yang membahas substansi persoalan Desa dan pengelolaan Dana Desa.

Bab keempat, dalam pembahasan bab keempat ini, penyusun akan
menyajikan analisis dari data yang telah diperoleh serta pembahasan yang lebih
lanjut, terutama mengenai apakah tata kelola Dana Desa Plajan telah sesuai dengan
kebijakan Undang-Undang Desa dan Bagaimana pengelolaan Dana Desa Plajan
memenuhi tanggung jawab Undang-Undang Desa dilihat dari kajian teoritik dan

normatif.
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Bab kelima, yaitu sebagai bab penutup memuat mengenai kesimpulan yang
merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini serta
memuat saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan

sedikit berkontribusi dalam pelaksanaan kepemerintahan.
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BAB V

PENUTUP

A Simpulan
Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dilakukan terkait pelaporan
keuangan Desa dalam memenuhi Undang-Undang Desa di Desa Plajan, Kecamatan

Pakis Aji, Kabupaten Jepara, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Didalam memenuhi pelaporan keuangan di Desa Plajan, Kecamatan Pakis Aji,
Kabupaten Jepara sudah dilaksanakan sesuai prosedur dan peraturan
perundang-undangan, meskipun dalam pengelolaannya belum sepenuhnya
efektif secara substansial (materiil). Dalam menempuh pengelolaan Dana Desa
Pemerintah Desa Plajan sudah melalui tiga tahap utama, yakni perencanaan,
pelaksanaan, dan pengawasan. Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa
pada tahap perencanaan, musyawarah dusun dan desa telah dilakukan secara
koordinatif, akan tetapi tingkat partisipasi masyarakat yang tergolong rendah
mengakibatkan aspirasi masyarakat tidak semua tersampaikan dengan baik.
Pada tahap pelaksanaan, meskipun belum berjalan secara efektif dan efisien,
beberapa program telah diimplementasikan, dengan penganggaran dana yang
telah disepakati. Pada tahap pengawasan, hasil penelitian menunjukkan bahwa
proses ini belum berjalan secara optimal. Keterlibatan masyarakat dalam
pengawasan masih rendah, meskipun Pemerintah Desa telah menyusun laporan
pertanggungjawaban akan tetapi partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan lagi
untuk memastikan laporan dan transparansi dalam pengelolaan Dana Desa bisa

dijalankan seacara optimal.
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2. Dalam memenuhi pelaporan keuangan berdasarkan Maslahah Mursalah,
Pemerintah Desa Plajan belum melaksanakannya secara penuh, meskipun
pelaporan pertanggungjawaban sudah dilakukan oleh Desa Plajan yang
disampaikan kepada Pemerintah Daerah maupun kepada masyarakat lewat
baliho-baliho yang terpasang. Prinsip kepastian hukum juga telah diikuti
dengan pengelolaan dana desa yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Meski
demikian, prinsip partisipasi masyarakat masih belum terlaksana dengan
optimal karena adanya masalah keterlibatan masyarakat. Permasalahan serius
timbul karena banyak masyarakat yang kurang peduli terhadap kinerja desa dan
lebih fokus pada kegiatan pribadi masing-masing.

Kesimpulannya, meskipun pengelolaan Pemerintahan Desa telah mengikuti
beberapa prinsip tertentu, akan tetapi masih ada aspek-aspek yang perlu
diperbaiki untuk mencapai standar good governance dan tujuan-tujuan dari
magqashid syari’ah. Fokus utama permasalahan terletak pada rendahnya
keterlibatan masyarakat dan kurangnya Pemerintah Desa Plajan dalam
merangkul masyarakat sehingga dalam pelaksanaan pelaporan keuangan Desa
di Desa Plajan Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara masih perlu

ditingkatkan.

B Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan, penulis ingin memberikan
beberapa saran sebagai berikut:
1. Pemerintah Desa Plajan seharusnya meningkatkan upaya sosialisasi terkait

kegiatan-kegiatan desa. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat lebih terlibat
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dan berperan aktif dalam mengawal proses kegiatan desa dari tahap perencanaan
hingga pelaksanaan. Dengan meningkatnya partisipasi masyarakat, diharapkan
dapat tercipta sinergi yang positif antara pemerintah desa dan warganya.
Keterbukaan informasi perlu ditingkatkan oleh pemerintah desa untuk
memastikan aksesibilitas masyarakat secara luas terkait pengelolaan dana dan
kebijakan desa. Dengan menyediakan informasi yang mudah diakses,
masyarakat dapat mengikuti penetapan dan kebijakan publik yang diambil oleh
pemerintah Desa Plajan. Transparansi ini akan memperkuat hubungan antara
pemerintah desa dan warga.

Masyarakat Desa Plajan sebaiknya aktif dalam mengawal kegiatan-kegiatan
desa, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Hal ini bertujuan untuk
mencegah terjadinya kesalahpahaman antara pemerintah desa dan masyarakat
terkait kegiatan yang dilakukan. Dengan keterlibatan aktif, masyarakat dapat
turut bertanggung jawab dan memastikan bahwa kebijakan dan kegiatan desa

sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka.
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